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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHLlSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 173 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, periL: menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomo~ 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

10. Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
ProtokoJer dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BadanLayanan Umum;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor· 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;

. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mini.'llal;

23. Peraturan Peillerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomim
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Inslansi Pemerintah;



Menetapkan

3

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah;

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

34. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

35. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

36. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dael'ah Tahun Anggaran 2014
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor
61007) diubah sebagai berikut:

1. Ketenluan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikul :

Pasal1

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula
berjumlah Rp 72.000.134.943.000,00 (tujuh puluh dua triliun seratus tiga
puluh empal juta sembilan ratus empat puluh liga ribu rupiah) bertambah
sejumlah Rp 905.359.240.473,00 (sembilan ratus lima miliar tiga ratus lima
puluh sembilan jula dua ratus empal puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga
rupiah) sehingga menjadi Rp 72.905.494.183.473,00 (tujuh puluh dua triliun
sembi/an ratus lima miliar e~pat ratus sembilan puluh empat juta seratus
delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula Rp 64.715.734.943.000,00
2) Bertambah Rp 326.364.464.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Rp 65.042.099.407.000,00
Perubahan

b. Belanja

1) Semula Rp 64.882.747.143.000,00
2) Berkurang Rp (1.232.640.759.527,00)

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 63.650.106.383.473,00
Surplus Setelah Perubahan Rp 1.391.993.023.527,00

c. Pembiayaan

1) Penerimaan

a) Semula Rp 7.284.400.000.000,00
b) Bertambah Rp 578.994.776.473,00

Jumlah Penerimaan Setelah Rp ·7.863.394.776.473,00
Perubahan

2) Pengeluaran

a) Semula Rp 7.117.387.800.000,00
b) Bertambah Rp 2.138.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Rp 9.255.387.800.000,00
Perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Rp (1.391.993.023.527,00)
Perlibahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00
Setelah Perubahan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagE.! berikut :

Pasal2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku
surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2014

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61037

~alji:lah.sesuai dengan aslinya
KEPA~·iREf:'f4'C:IK~M SEKRETARIAT DAERAH
PRO\4JiJS(I9AERI.\R~~~USUS IBUKOTA JAKARTA,
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